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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA, kami dapat 

menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

Anggaran 2021. Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang ini disusun 

untuk memenuhi amanah dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Perda 

nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun  2016 s.d 2021,  Renstra  Bappeda Kabupaten 

Rembang Tahun 2016 – 2021, dan RKPD  Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan 

tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok  

sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja Perubahan memuat evaluasi 

hasil capaian Renja Bappeda pada Triwulan I dan II dengan perkiraan realisasi Renstra pada 

tahun berjalan Tujuannya untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan, termasuk kegiatan 

alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah  

dilakukan dalam rangka optimalisasi  pencapaian sasaran  Rencana Strategis  Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun  2016 – 2021.  

Dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun Anggaran  2021, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses 

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.  

 

 

                                                                 Mengetahui 
  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

                                                                 KABUPATEN REMBANG 
 
 
 
 

Drs. SUPARMIN, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650507 199303 1 013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan 

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan  dalam  Renstra PD  

ke dalam  perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan 

Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani 

antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis 

jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang 

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Daerah. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2021 disusun  secara terpadu, partisipatif dan 

demokratis. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang 

tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Tahun 2021 untuk penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) 

Kabupaten. 

Dokumen   Perubahan Renja   pada   dasarnya   merupakan   suatu  

proses pemikiran  strategis  untuk  menyikapi isu-isu yang berkembang 

dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat 

Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh 

kualitas program dan kegiatan yang   akan   dilaksanakan,   sehingga   

penyusunan   Perubahan Renja   sangat ditentukan oleh kemampuan 

Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan 
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mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaiaan 

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja  

dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) 

disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam 

rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai 

bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini 

nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran(DPA). 

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan 

RKPD.Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan 

perubahan Renja Perangkat Daerah,dengan fokus   melakukan   

pengkajian   terlebih   dahulu   terhadap   kondisi  Perangkat Daerah, 

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I tahun 2021 dan   

evaluasi terhadap   pencapaian   kinerja  Semester I pada Renja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021.  Tahap 

penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan 

dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja 

Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 

menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah  pada tahun 

anggaran berkenaan. 

Prinsip Penyusunan perubahan Renja  Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Rembang  tahun  2021: 

 

1. Substansi Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten    Rembang merupakan perbaikan dari materi Rencana 

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang yang 

disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

2. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

dilakukan dalam rangka reformulasi pencapaian target yang telah 

ditetapkan dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi Triwulan 
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II/Semester I Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 

2021. 

3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang 

perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan perubahan renja 

adalah  : 

a. Memperioritaskan pendanaan yang bersifat mandatory spanding 

yang belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat 

refocusing; 

b. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat 

mengikat dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia 

anggaran karena refocusing. 

4.  Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang 

diusulkan. 

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur 

kinerjakeluaran,  target  capaian  program/  kegiatan,  target 

keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 

6. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Rembang merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD 

yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 dan merupakan acuan 

dalam penyusunan RKA Perubahan setelah memperhatikan nota 

kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. 

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2016-2021, 

sehubungan dengan  telah berakhirnya pelaksanaan Tahap I 

pembangunan menengah daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Rembang 

Tahun 2010 – 2015. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

menyusun Renja 2021 dengan panduan Perda Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2010-2025 meskipun dalam RPJP merupakan arahan 

makro terhadap pembangunan daerah. Tahapan prioritas dalam RPJMD II 

dalam kerangka arah pembangunan RPJP Kabupaten Rembang yang 

berhubungan dengan SDM aparatur adalah : 

1. Profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan publik. 
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2. Pemantapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik 

3. Penguatan fasilitasi kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dalam 

pelayanan publik 

4. Peningkatan kelembagaan partisipasi masyarakat desa/kelurahan 

Melihat tahapan prioritas tersebut, yang menjadi tanggungjawab 

BKD adalah tahapan nomor 1. Tahapan inilah yang menjadi dasar 

penyusunan Renja BKD 2021. RENJA mempunyai fungsi penting dalam 

sistem perencanaan daerah karena RENJA menerjemahkan perencanan 

strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra SKPD ) ke dalam 

rencana, program, kegiatan dan penganggaran tahunan. RENJA sebagai 

sarana sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah 

– langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian 

RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD 

ditetapkan secara bersama –sama antara Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.  

 

1.2 Landasan Hukum 

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan 

sebagai dasar, yaitu : 

a.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

b.  Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

c.  Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4421); 

d.  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 
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Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

e.  Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); 

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

g.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

h.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

i.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

j.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

k.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 

l.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

m.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 
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n.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

o.  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Rembang 2010 – 2025 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah Daerah dn Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016 – 

2021 

s. Peraturan Bupati Rembang Nomor  67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

t. Peraturan Bupati Rembang Nomor  23 Tahun 2019 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 

u. Peraturan Bupati Rembang Nomor  14 Tahun 2019 tentang Roadmap 

Feformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Rembang ini adalah untuk mengetahui dan 

mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi 

program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan 

Kepegawaian Daerah. 

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Rembang adalah : 
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1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan 

dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Rembang; 

2. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dengan 

menitikberatkan pada program - program prioritas. 

 

 

1.3  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Rembang  Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 

BAB l   PENDAHULUAN  

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

BAB ll

  

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN 

DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU 

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Rembang  2019 dan Capaian Renstra SKPD 

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi  

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

 3.3 Program dan Kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh 

terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk 

memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi 

dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja 

yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian 

Renstra perangkat daerah. 

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian 

Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja 

program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ 

permasalahan yang dihadapi. 

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah  

Kabupaten Rembang Tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Rembang 

Tahun 2021 sampai dengan Semester I. Selain itu, disajikan juga perkiraan 

capaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Rembang 

sampai dengan Semester I Tahun 2021, yang sudah menyesuaikan 

dengan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda nomor 2 

tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun2016-2021. 

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target 

Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2021 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Semester I Tahun 

2021  dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tersaji dalam Tabel 2.1 berikut. 
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TABEL 2.1 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA  

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

s/d TRIWULAN II (SEMESTER 1)  

TAHUN 2021  

 

Program 
Prioritas 

Sasaran 
Program/Kegiata

n 

Indikator  
Kinerja 

Program  

Satua
n 

Target akhir Renstra 
PD pada Tahun 2016 

s/d 2021 
(periode Renstra PD) 

Target kinerja 
Renja PD Tahun Berjalan 

(Tahun 2021) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja pada Triwulan 
Realisasi 

Capaian Kinerja 
dan Anggaran 
Renja PD 2021 
yang dievaluasi 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran Renja 

2021 yang 
dievaluasi (%) 

Realisasi Kinerja 
Renstra PD s/d 

Tahun 2021 

Tingkat Capaian 
Kinerja Renstra 

PD s/d tahun 
2021 

Predi
kat 

OPD 
Pena
nggu

ng 
Jawa

b I II 

2 3 4 5 6 

7 9 10 11 
14=10+11+12+1

3 
15=14/9*100 16=14+8 17=16/7*100 

18 18 

K Rp Rp Renja K 
 DPA SEBELUM 
PERUBAHAN 

(Rp) 

 DPA 
SETELAH 

PERUBAHA
N 

(Rp) 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

  
  

BKD     
           

      
      

  

Meningkat
nya 
kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Meningkat
nya 
Profesiona
litas ASN  
 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOT
A 

Prosentase 
ketercapaian 
pelayanan 
umum 

                     

    Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
indikator 
kinerja yang 
selaras 
dengan 
dokumen 
perencanaan 

 10
0% 

64,347,250 64,347,250  64,347,250 64,347,250 0 0 1% 768,550 2% 979,800 2% 979,8
00 

      

    Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 

 10
0% 

47,097,400 47,097,400   ,, d97,400 47,097,400 0 0 
 

1% 768,550 1% 768,550 1% 768,5
50 
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Perangkat Daerah Renstra 
Renja 

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
RKASKPD  

Jumlah 
dokumen 
RKA-DPA 

 10
0% 

8,644,300 8,644,300  8,644,300 8,644,300 0 0 0 0 2% 211,250 2% 211,2
50 

      

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD  

Jumlah 

dokumen 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

 10
0% 

8,605,550 8,605,550  8,605,550 8,605,550 0 0 0 0 0 0 0 0       

  Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  10
0% 

4,415,961,75
0 

4,415,961,7
50 

 4,415,961,75
0 

4,325,268,7
50 

19
% 

849,798,8
25 

58% 4,415,961,7
50 

72% 3,171,90
0,780 

72% 3,171
,900,
780 

      

  Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah 
Dokumen 
pelaporan 
keuangan  
dengan 
kualitas baik 
terkait 
pelayanan 
pembayaran 
gaji dan 
tunjangan 
ASN 

 10
0% 

4,225,464,00
0 

4,225,464,0
00 

 4,225,464,00
0 

4,134,771,0
00 

19
% 

819,478,8
25 

58% 2,458,700,7
78 

72% 3,050,62
0,780 

72% 3,050
,620,
780 

      

  Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Surat 
Pertanggungj
awaban (SPJ)  
dengan 
kualitas baik 
 

 10
0% 

186,000,000 186,000,00
0 

 186,000,000 186,000,00
0 

16
% 

30,320,00
0 

49% 90,960,000 65% 121,280,
000 

65% 121,2
80,00
0 

      

  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
pelaporan 
keuangan  
dengan 
kualitas baik 

 10
0% 

4,497,750 4,497,750  4,497,750 4,497,750 0 0 0 0 0 0 0 0       

  Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah  

  10
0% 

139,785,000 139,785,00
0 

 139,785,000 141,785,000 10
% 

14,902,65
0 

43% 59,950,803 68% 94,630,9
77 

68% 94,63
0,977 
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  Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor 

% 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 
dalam 
penyediaan 
sarana kerja 
aparatur 

 10
0% 

3,000,000 3,000,000  3,000,000 3,000,000 8% 250,000 52% 1,568,050 61% 1,833,35
0 

        

  Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

% 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 
dalam 
penyediaan 
sarana kerja 
aparatur 

 10
0% 

24,000,000 24,000,000  24,000,000 27,000,000 0 0 10% 2,454,000 81% 19,514,4
55 

        

  Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga 

% 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 
dalam 
pemeliharaa
n kebersihan 
lingkungan 
kantor 

 10
0% 

5,000,000 5,000,000  5,000,000 8,000,000 31
% 

1,561,900 85% 4,253,300 95% 4,759,30
0 

        

  Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

% 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 
dalam  
penyediaan 
bahan 
logistik 
kantor 
 
 

 10
0% 

22,985,000 22,985,000  22,985,000 22,985,000 18
% 

4,057,000 39% 9,054,000 56% 12,974,5
00 

        

  Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 10
0% 

10,000,000 10,000,000  10,000,000 10,000,000 10
% 

1,033,500 39% 3,902,000 59% 5,943,50
0 

        

  Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

 jumlah pns 
yang 
mendapat 
pelayanan 
kenaikan 
pangkat, gaji 

 10
0% 

4,000,000 4,000,000  4,000,000 3,000,000 12
% 

480,000 36% 1,440,000 48% 1,920,00
0 
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berkala, 
pensiun dan 
kenaikan 
jenjang 
jabatan. 

  Penyediaan 
Bahan/Material  

Jumlah PNS 
yang 
ditata/dimut
asi dalam 
jabatan ASN 
dan diangkat 
dari CPNS 
menjadi PNS 

 10
0% 

15,800,000 15,800,000  15,800,000 15,800,000 14
% 

2,140,250 46% 7,268,800 63% 7,268,80
0 

63% 7,268
,800 

      

  Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

 10
0% 

55,000,000 55,000,000  55,000,000 52,000,000 10
% 

5,380,000 56% 31,010,653 73% 40,417,0
72 

73% 40,41
7,072 

      

  Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

   10
0% 

108,200,000 108,200,00
0 

 108,200,000 104,600,00
0 

21
% 

22,607,30
1 

48% 51,714,209           

  Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah ASN 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
manajerial  

 10
0% 

2,000,000 2,000,000  2,000,000 2,000,000 22
% 

441,800 49% 975,300 61% 1,221,30
0 

61% 1,221
,300 

      

  Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

danlistrik 

jumlah 

tagihan 

rekening 

yang 

terbayar 

 10
0% 

88,200,000 88,200,000  88,200,000 84,600,000 24 21,070,50
1 

56% 49,018,909 71% 62,980,9
42 

71% 62,98
0,942 

      

  Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah 

pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

 10
0% 

8,000,000 8,000,000  8,000,000 8,000,000 14
% 

1,095,000 22% 1,720,000 37% 2,920,00
0 

37% 2,920
,000 

      

  Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah 

pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

 10
0% 

10,000,000 10,000,000  10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0       



Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021  Page 15 

 

perkantoran 

  Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 10
0% 

48,000,000 48,000,000  48,000,000 68,000,000 16
% 

7,644,091 60% 23,817,847 75% 30,191,7
87 

75% 30,19
1,787 

      

  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas jabatan 

Jumlah 

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaa

n, Biaya 

Pemeliharaa

n, Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

 10
0% 

40,000,000 40,000,000  40,000,000 60,000,000 19
% 

7,644,091 60% 23,817,847 75% 30,191,7
87 

75% 30,19
1,787 

      

  Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan lainnya 

Jumlah 
Pemeliharaa
n/Rehabilitas
i Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

 10
0% 

8,000,000 8,000,000  8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0       

    PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

   7,773,686,000 7,773,686,00
0 

 7,773,686,000 7,080,836,0
00 

              

    Pengadaan, 

Pemberhentian 

dan Informasi 

Kepegawaian 

ASN 

Jumlah 

usulan 

formasi  dan 

peserta yang 

lolos seleksi 

penerimaan 

Jumlah PNS 

yang 

didampingi 

dalam 

 10
0% 

2,438,001,000 2,438,001,00
0 

 2,438,001,000 2,441,761,0
00 

2% 45,273,52
6 

8% 186,232,059 15% 356,586,
117 

15% 356,5
86,11
7 
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pengurusan 

pensiun 

    Penyusunan 

Rencana 

Kebutuhan, Jenis 

dan Jumlah 

Jabatan untuk 

Pelaksanaan 

Pengadaan ASN 

Jumlah 

usulan 

formasi  dan 

peserta yang 

lolos seleksi 

penerimaan 

 

 10
0% 

2,240,000,000 2,240,000,00
0 

 2,240,000,000 2,235,000,0
00 

0,8
% 

18,730,60
0 

5% 106,103,475 10% 255,740,
284 

10% 255,7
40,28
4 

      

    Koordinasi 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian 

Jumlah PNS 
yang 
didampingi 
dalam 
pengurusan 
pensiun 

 10
0% 

32,000,000 32,000,000  32,000,000 32,000,000 28
% 

9,046,097 48% 15,285,283 61% 19,633,6
25 

61% 19,63
3,625 

      

    Fasilitasi 

Lembaga Profesi 

ASN 

Terselenggar

anya fasilitasi 

dan 

pembinaan 

korp profesi  

 

 10
0% 

30,000,000 30,000,000  30,000,000 19,060,000 8,7
% 

2,616,829 25% 7,463,301 35% 10,502,2
08 

35% 10,50
2,208 

      

    Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Jumlah 

modul 

simpeg dan 

pemutakhira

n data 

kepegawaian 

 

 10
0% 

66,001,000 66,001,000  66,001,000 66,001,000 15
% 

10,120,00
0 

47% 30,990,000 58% 38,290,0
00 

58% 38,29
0,000 

      

    Pengelolaan Data 

Kepegawaian 

Jumlah PNS 
yg 
mengusulkan 
kelengkapan 
administrasi 
kepegawaian 

 10
0% 

70,000,000 70,000,000  70,000,000 89,700,000 6,8
% 

4,760,000 38% 26,390,000 46% 32,420,0
00 

46% 32,42
0,000 

      

    Mutasi dan 

Promosi ASN 

Jumlah 
formasi ASN 
yang 
terpenuhi 

 10
0% 

991,250,000 991,250,000  991,250,000 1,068,229,0
00 

2,6
% 

25,926,72
9 

16% 154,314,246 32% 319,243,
477 

32% 319,2
43,47
7 

      

    Pengelolaan 

Mutasi ASN 

 Jumlah ASN 
yang ditata 
jabatan adm 
dan fungs 

 10
0% 

214,050,000 214,050,000  214,050,000 255,920,000 5% 11.344.41
0 

45% 96,744,221 45% 96,744,2
21 

45% 96,74
4,221 

      

    Pengelolaan 

Kenaikan Pangkat 

Jumlah 
pengurusan 

 10 46,000,000 46,000,000  46,000,000 46,000,000 28
% 

13,062,31
9 

70% 32,068,508 72% 33,448,5
08 

72% 33,44
8,508 
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ASN kenaikan 
pangkat PNS 
yang 
didampingi  
 

0% 

    Pengelolaan 

Promosi ASN 

Jumlah 
seleksi jpt 
dan mutasi 
yang diisi 

 10
0% 

731,200,000 731,200,000  731,200,000 766,309,000 0,2
% 

1,520,000 3% 25,501,517 26% 189,050,
748 

26% 189,0
50,74
8 

      

    Pengembangan 

Kompetensi ASN 

% PNS yang 
sudah dinilai 
kompetensin
ya 
 

  4,181,345,000 4,181,345,00
0 

 4,181,345,000 3,435,671,0
00 

0,8
% 

31,447,89
8 

22% 930,361,412 28% 1,175,93
6,100 

28% 1,175
,936,
100 

      

  Peningkatan 

Kapasitas Kinerja 

ASN 

  10
0% 

80,000,000 80,000,000  80,000,000 70,000,000 4,2
% 

3,429,050 13% 10,098,473 13% 10,098,4
73 

13% 10,09
8,473 

      

  Pengeloaan 

Administrasi 

Diklat dan 

Sertifikasi ASN 

Teridentifikas
inya 
kebutuhan 
diklat PNS 
sesuai 
kebutuhan 
kompetensi 
 

 10
0% 

15,000,000 15,000,000  15,000,000 31,000,000 0 0 2% 357,100 2% 357,100 2% 357,1
00 

      

  Pengelolaan 

Pendidikan 

Lanjutan ASN 

Jumlah 
pemberian 
bantuan 
beasiswa 
tugas belajar  
dan 
pengadminist
rasian tugas 
belajar, ijin 
belajar dan 
penggunaan 
gelar  
 

 10
0% 

15,000,000 15,000,000  15,000,000 30,000,000 18,
5% 

2,780,050 34% 5,026,450 44% 6,539,85
0 

44% 6,539
,850 

      

  Koordinasi dan 

Kerjasama 

Pelaksanaan 

Diklat 

  10
0% 

4.044,435,000 4.044,435,00
0 

 4.044,435,000 3,277,671,0
00 

0,5
% 

21,976,19
8 

22% 902,689,331 28% 1,145,19
4,126 

28% 1,145
,194,
126 

      

  Fasilitasi 

Pengembangan 

Karir dalam 

Jabatan 

Fungsional 

Jumlah ASN 
yang 
mengikuti 
kenaikan 
jenjang 
jabatan 
fungsional 

 10
0% 

27,000,000 27,000,000  27,000,000 27,000,000 12
% 

3,262,600 45% 12,190,058 51% 13,746,5
51 

51% 13,74
6,551 
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  Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

  10
0% 

163,000,000 163,000,000  163,000,000 135,175,000 2.7
% 

4,455,000 29% 47,466,600 37% 61,065,6
00 

37% 61,06
5,600 

      

  Pelaksanaan 

Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

Jumlah OPD 
yang 
dievaluasi 
SKP  

 10
0% 

8,000,000 8,000,000  8,000,000 3,000,000 0 0 0 0 27% 2,130,00
0 

27% 2,130
,000 

      

    Pengelolaan 

Pemberian 

Penghargaan 

Bagi Pegawai 

Jumlah ASN 
yang 
mengikuti 
pembinaan               
Jumlah ASN 
yang 
meninggal 
aktif dan 
yang 
mengalami 
kecelakaand
an mendapat 
santunan    
Jumlah ASN 
yang 
diperiksakan 
kesehatanny
a                  
Jumlah  ASN 
yang 
terfasilitasi 
pencairan 
dana 
pensiunan 
THT  

 10
0% 

35,000,000 35,000,000  35,000,000 26,875,000 5.8
% 

2.054,000 19% 6,667,600 31% 10,938,6
00 

31% 10,93
8,600 

      

    Pembinaan 

Disiplin ASN 

Jumlah OPD 
yang 
mengikuti 
rakor 
kepegawaian
, pelanggaran 
disiplin 
 

 10
0% 

30,000,000 30,000,000  30,000,000 30,000,000 1.3
% 

391,000 18% 5,304,000 42% 12,502,0
00 

42% 12,50
2,000 

      

    Pengelolaan 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Disiplin ASN 

Jumlah kasus 
dan ijin 
perkawinan 
yang 
terselesaikan 
 

 10
0% 

90,000,000 90,000,000  90,000,000 75,300,000 2.2
% 

2,010,000 39% 35,495,000 39% 35,495,0
00 

39% 35,49
5,000 

      

    PENDIDIKAN DAN   10
0% 

324,480,000 324,480,000  324,480,000 698,930,000 0% 0 0% 0 10% 33,184,3
00 
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PELATIHAN 

  PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

 % ASN yang 

mengikuti 

diklat sesuai 

kebutuhan  

 

 10
0% 

324,480,000 324,480,000  324,480,000 698,930,000 0% 0 0% 0 10% 33,184,3
00 

10% 33,18
4,300 

      

  Sertifikasi, 
Kelembagaan, 
Pengembangan 
Kompetensi 
Manajerial dan 
Fungsional 

  10
0% 

324,480,000 324,480,000  324,480,000 698,930,000 0% 0 0% 0 10% 33,184,3
00 

10% 33,18
4,300 

      

  Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Kompetensi di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 
pejabat 
eselon II, III 
dan IV yang 
mengikuti 
pelatihan 
kepemimpin
an 
(Diklatpim) 
 

 10
0% 

324,480,000 324,480,000  324,480,000 698,930,000 0% 0 0% 0 10% 33,184,3
00 

10% 33,18
4,300 
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Dari data sebagaimana table 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut 

diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian 

Target Renstra Tahun 2016- 2021 sampai dengan semester satu tahun 2021 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: 

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan 

Semester Satu Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Rembang : 

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 

urusan, 3 program dengan 9 indikator kinerja program, dan 12 

kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan. 

b) Dari 9 indikator kinerja program masih dalamproses pencapaian target. 

c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan masih dalam proses pencapaian 

target. 

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan 

Semester Satu Tahun 2021 Kecamatan Kabupaten Rembang 

a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program 

dengan 9 ndikator program dan 12 kegiatan dengan 15  indikator. 

b) Dari 9 indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target. 

c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, masih dalam proses memenuhi 

target. 

2.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021 

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu 

anggaran  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2021 setelah dilakukan Revocusing dalam memenuhi  Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor: 

177/KMK.07/2021 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 

Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 

tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran  2021. 

Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 

2021tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut. 
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Tabel  2.2 

Realisasi Keuangan 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

Sampai dengan Semester I tahun 2021 

 

KODE 

REKENING  

NAMA PROGRAM / 
KEGIATAN 

 PAGU   
 REALISASI S/D 

TRIWULAN II TAHUN 
2021 

 SISA 
ANGGARAN     

(4-5)  

INDUK 2021  INDUK 2021  REFOCUSING   Rp.   %  

1 2 3 4 5 6 7 

 
BKD 12,874,460,000 12,483,767,000 5,319,841,180 43% 7,163,925,820 

7.01.01 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

4,776,294,000 4,704,001,000 3,373,825,586 71% 1,330,175,414 

7.01.01.20.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

64,347,250 64,347,250 979,800 2% 63,367,450 

 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

47,097,400 47,097,400 768,550 1% 46,328,700 

 

Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA SKPD 

8,644,300 
 

8,644,300 
 

211,250 2% 8,433,050 

  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD  

8,605,550 8,605,550 0 0 8,605,550 

 7.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

4,415,961,750 4,325,268,750 3,171,900,780 72% 1,153,367,970 

 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

4,225,464,000 4,134,771,000 3,050,620,780 72% 1,084,150,000 

  

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

186,000,000 186,000,000 121,280,000 65% 64,720,000 

  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

4,497,750 4,497,750 0 0 4,497,750 

7.01.01.2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  

139,785,000 141,785,000 94,630,977 68% 47,154,023 

 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

3,000,000 3,000,000 1,833,350 61% 1,166,650 
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Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

24,000,000 27,000,000 19,514,455 81% 7,485,545 

  
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

5,000,000 8,000,000 4,759,300 59% 3,240,700 

  

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

22,985,000 22,985,000 12,974,500 56% 10,010,500 

  

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

10,000,000 10,000,000 5,943,500 59% 4,056,500 

 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

4,000,000 3,000,000 1,920,000 64% 1,180,000 

 

Penyediaan 
Bahan/Material  

15,800,000 15,800,000 7,268,800 63% 8,531,200 

 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

55,000,000 52,000,000 40,417,072 78% 11,582,928 

 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

108,200,000 104,600,000 76,122,242 64% 28,477,758 

 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

2,000,000 2,000,000 1,221,300 61% 778,700 

 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air danlistrik 

88,200,000 84,600,000 62,980,942 74% 21,619,058 

 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

8,000,000 8,000,000 2,920,000 37% 5,080,000 

 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 

 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

48,000,000 68,000,000 30,191,787 75% 37,808,213 

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas jabatan 

40,000,000 60,000,000 30,191,787 50% 29,808,213 

 

Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan 
Bangunan lainnya 

8,000,000 8,000,000 0 0 8,000,000 

 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

7,773,686,000 7,080,836,000 1,912,831,294 27% 5,168,004,706 

 

Pengadaan, 
Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian 
ASN 

2,438,001,000 2,441,761,000 356,586,117 15% 2,085,174,83 

 

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan, Jenis dan 
Jumlah Jabatan untuk 
Pelaksanaan Pengadaan 

2,240,000,000 2,235,000,000 255,740,284 10% 1,979,259,716 
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ASN 

 

Koordinasi Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian 

32,000,000 32,000,000 19,633,625 61% 12,266,375 

 

Fasilitasi Lembaga 
Profesi ASN 

30,000,000 19,060,000 10,502,208 55% 8,557,792 

 

Pengelolaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

66,001,000 66,001,000 38,290,000 58% 27,711,000 

 

Pengelolaan Data 
Kepegawaian 

70,000,000 89,700,000 32,420,000 36% 57,280,000 

 

Mutasi dan Promosi 
ASN 

991,250,000 1,068,229,000 319,243,477 30% 748,985,523 

 

Pengelolaan Mutasi ASN 214,050,000 255,920,000 96,744,221 38% 159,175,779 

 

Pengelolaan Kenaikan 
Pangkat ASN 

46,000,000 46,000,000 33,448,508 72% 12,551,492 

 

Pengelolaan Promosi 
ASN 

731,200,000 766,309,000 189,050,748 25% 577,258,252 

 

Pengembangan 
Kompetensi ASN 

4,181,345,000 3,435,671,000 1,175,936,100 34% 2,259,734,900 

 

Peningkatan Kapasitas 
Kinerja ASN 

80,000,000 70,000,000 10,098,473 14% 59,901,527 

 

Pengeloaan Administrasi 
Diklat dan Sertifikasi 
ASN 

15,000,000 31,000,000 357,100 1% 30,642,900 

 

Pengelolaan Pendidikan 
Lanjutan ASN 

15,000,000 30,000,000 6,539,850 22% 23,460,150 

 

Koordinasi dan 
Kerjasama Pelaksanaan 
Diklat 

4.044,435,000 3,277,671,000 1,145,194,126 35% 2,132,476,874 

 

Fasilitasi Pengembangan 
Karir dalam Jabatan 
Fungsional 

27,000,000 27,000,000 13,746,551 51% 13,253,449 

 

Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

163,000,000 131,175,000 61,065,600 46% 70,109,400 

 

Pelaksanaan Penilaian 
dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

8,000,000 8,000,000 2,130,000 27% 5,870,000 

 

Pengelolaan Pemberian 
Penghargaan Bagi 
Pegawai 

35,000,000 26,875,000 10,938,600 41% 15,936,400 

 

Pembinaan Disiplin ASN 30,000,000 30,000,000 12,502,000 42% 17,498,000 
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Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin 
ASN 

90,000,000 75,300,000 35,495,000 47% 39,805,000 

 

PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

324,480,000 698,930,000 33,184,300 5% 665,745,700 

 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 

324,480,000 698,930,000 33,184,300 5% 665,745,700 

 

Sertifikasi, 
Kelembagaan, 
Pengembangan 
Kompetensi Manajerial 
dan Fungsional 

324,480,000 698,930,000 33,184,300 5% 665,745,700 

 

Pelaksanaan Sertifikasi 
Kompetensi di 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

324,480,000 698,930,000 33,184,300 5% 665,745,700 

 

APBD induk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

berdasarkan  Peraturan Bupati Rembang nomor 61 tahun 2020 tentang 

Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten 

Rembang Tahun Anggaran  2021 tahun senilai Rp. 12,874,460,000. Namun 

dengan adanya kebijakan penganggaran APBD berdasarkan Peraturan 

Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas 

Pebub nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 total anggaran 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang setelah perubahan menjadi 

Rp 12,483,767,000 ( 3.03% ) 

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II atau semester I 

tahun 2021 senilai Rp. 5,319,841,180(43% ). 
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2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN 
DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah adalah 

melaksanakan fungsi sebagai unsur Pelayanan  di Kabupaten Rembang yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Rembang. 

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-

indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan 

terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam 

hal ini urusan Kepegawaian dan Kediklatan sebagaimana tabe berikut Review 

Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 

Tabel 2.3 
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Rembang 
Semester 1 tahun 2021 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Sasaran 

Target Renstra Perangkat 

Daerah  
Realisasi  Capaian 

Catatan 

Analisis 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2020 2021 

1 

Meningkatnya 

Profesionalisme ASN 

Indeks 
Profesionalisme 

ASN 

61.85 62 62,5 63 61,85 null 61,85 -  

 

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran 

Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan semester satu tahun 2021 

tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan  

Meningkatnya Profesionalisme ASN : 

Target Nilai Indeks Profesionalisme ASN Badan Kepegawaian Daerah tahun 

2021 yaitu 62, akan tetapi proses penghitungan nilai Indeks 

Profesionalisme ASN belum selesai dilaksanakan. 
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Tabel 2. 
Capaian Indikator Program Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Rembang 
Semester 1 tahun 2021 

 

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran 

Target Renstra Perangkat 

Daerah  
Realisasi  Capaian 

Catatan 

Analisis 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2020 2021 

 

Program 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah/kab/ 

kota 

Nilai Sakip OPD 68 68 69 69 68,14 68,23 100% 100% Tercapai 

 

 Indeks 

Kepuasan 

Pelayanan 

Masyarakat 

 98% 98% 98% 94,45% 83,93% 96% 86% Belum 

tercapai 

 

Program 

Kepegawaian 

Daerah 

% Pemenuhan 

kebutuhan ASN  

 46% 47% 48% 45% 96,36% 98% 213% Tercapai 

 

 % Tingkat 

ketersediaan 

data dan 

informasi 

kepegawaian  

 100% 100% 100% 100% 95% 100% 95% Tercapai 

 

 % Tingkat 

penyelesaian 

layanan 

administrasi 

kepegawaian  

 100% 100% 100% 100% 99,5% 100% 99,5% Tercapai 

 

 % Tingkat 

pemenuhan 

kekosongan 

jabatan 

struktural  

 80% 80% 80% 80% 65% 100% 81,2% Tercapai 

 

 % Tingkat 

disiplin kerja 

ASN 

 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% Tercapai 

 

 % PNS yang 

sudah dinilai 

kompetensinya 

 61% 62% 63% 80% 65% 131% 104% Tercapai 

 

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

% Pelaksanaan 

diklat sesuai 

kebutuhan 

 97% 98% 98% 97%  100%   
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BAB lll 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

KABUPATEN REMBANG 

 

 

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam 

rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus 

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. 

Adapun rincian program dan kegiatan rancangan perubahan Renja 

Badan Kepegawaian Daerah yang mendukung fungsi penunjang urusan 

Pemerintahan  tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah  

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

g. Penyediaan Bahan/Material 

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
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5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN. 

b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

e. Pengelolaan Data Kepegawaian 

2. Mutasi dan Promosi ASN 

a. Pengelolaan Mutasi ASN 

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

c. Pengelolaan Promosi ASN 

3. Pengembangan Kompetensi ASN 

a. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 

b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

c. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

c. Pembinaan Disiplin ASN 

d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1. Pengembangan Kompetensi Teknis 

a.  Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  Teknis penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren 

b.  Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi penyelenggara perangkat 

daerah penunjang 

2.  Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional 

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan 

Prajabatan 

b. Pelatihan Peningkatan  Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN 
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Jumlah program dan kegiatan untuk Rancangan Perubahan Rencana Kerja 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah sejumlah 3 program 

serta 12 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber 

pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 

adalah senilai Rp. 12.483.767.000 dengan pengurangan pagu anggaran senilai 

Rp. 390.693.000( 3.03%) dari pagu induk. Rekapitulasi Perubahan rencana kerja 

dan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 

sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 sebagai berikut : 
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KODE 
REKENING 

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET PAGU ANGGARAN 

JUMLAH 
PERUBAHAN 

ALASAN 
PERUBAHAN 

INDUK PERUBAHAN 
RENJA 2021 
(induk) 

PERUBAHAN 

1 2 3 4 5 6 8 9 9 

5 BELANJA        

5.02 BELANJA LANGSUNG        

7.01.01 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP OPD 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Kepegawaian (IKM) 

68% 
 

98 

68% 
 

98 

4,776,294,000 4,704,001,000 (72,293,000)  Pengeurangan 
untuk 

penaganan 

covid-19 

7.01.01.20.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 % Keselarasan 

Perencanaan 
terhadap 
Capaian Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

85% 85% 64,347,250 64,347,250 0  

 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 % Dokumen 

pelaporan 
keuangan  
dengan kualitas 
baik 

100% 100% 4,415,961,750 4,325,268,750 (90,693,000)  Pengeurangan 
untuk 

penaganan 
covid-19 

7.01.03 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  

 % pemenuhan 

pelayanan 
umum 

100% 100% 139,785,000 141,785,000 2,000,000 Penambahan 
untuk 

pembelian 

bahan 
kebersihan 

 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 % pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 
perkantoran 

100% 100% 108,200,000 104,600,000 (3,600,000) Digeser untuk 
kegiatan lain 
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Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

 % BMD dengan 

kondisi Baik 
100% 100% 48,000,000 68,000,000 (20,000,000)  

 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN DAERAH 

1. % Pemenuhan 

kebutuhan ASN  

2. % Tingkat 

ketersediaan data 

dan informasi 

kepegawaian  

3. % Tingkat 

penyelesaian 

layanan 

administrasi 

kepegawaian  

4. % Tingkat 

pemenuhan 

kekosongan 

jabatan struktural  

5. % Tingkat 

disiplin kerja 

ASN  

6. % PNS yang 

sudah dinilai 

kompetensinya 

46% 

 

100% 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

99% 

 

61% 

 

46% 

 

100% 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

99% 

 

61% 

 

7,773,686,000 7,080,836,000 (692,850,000)  Pengeurangan 
untuk 

penaganan 
covid-19 dan 
kegiatan lain 

 

Pengadaan, 
Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian 
ASN 

Jumlah usulan 

formasi  dan peserta 

yang lolos seleksi 

penerimaan 

Jumlah PNS yang 

didampingi dalam 

pengurusan pensiun 

Terselenggaranya 

fasilitasi dan 

1100 orang 

 

 

300 orang 

50 OPD 

1100 orang 

 

 

300 orang 

50 OPD 

2,438,001,000 2,441,761,000 3,760,000 Pergeseran 
dari kegiatan 

lain 
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pembinaan korp 

profesi  

Jumlah modul 

simpeg dan 

pemutakhiran data 

kepegawaian 

Jumlah PNS yg 

mengusulkan 

kelengkapan 

administrasi 

kepegawaian 

 

 

118 Unit kerja 

48 unit kerja 

 

969 orang 

 

 

 

118 Unit kerja 

48 unit kerja 

 

969 orang 

 

 

Mutasi dan Promosi ASN Jumlah ASN yang 

mutasi dan promosi  

2.550 orang 

12 dok 

6x keg 

2.550 orang 

12 dok 

6x keg 

991,250,000 1,068,229,000 76,979,000 Penambahan 
untuk 

kegiatan 
Pansel 

 

Pengembangan 
Kompetensi ASN 

Jumlah ASN yg 

mengajukan ijin 

belajar, tugas  

belajar dan 

penggunaan gelar, 

monitoring tugas 

belajar, 

pendampingan 

selekdi IPDN dan 

penghitungan IPP 

631 orang 631 orang 4,181,345,000 3,435,671,000 (745,764,000) Pengurangan 
untuk 

kegiatan lain 
dan 

Penanganan 
Covid 

 

Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Jumlah kasus ijin 

perkawinan yg 

terselesaikan 

Jumlah ASN yang 

dievaluasi SKP dan 

kinerjanya 

30 orang 

 

48 unit kerja 

30 orang 

 

48 unit kerja 

163,000,000 131,175,000 (27,825,000) Pengurangan 
untuk 

kegiatan lain 

 

PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

 

  324,480,000 698,930,000 374,450,000 Penambahan 
untuk 

kegiatan uji 
kompetensi 
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PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 

% ASN yang 

melaksanakan Uji 

kompetensi jabatan 

  324,480,000 698,930,000 374,450,000  

7.01.03.2.01 

Sertifikasi, Kelembagaan, 
Pengembangan 
Kompetensi Manajerial 
dan Fungsional 

Jumlah 
Pejabat yang 
mengikuti Uji 
kompetensi 

  324,480,000 698,930,000 374,450,000  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan 

kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen 

Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang didalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2021, 

sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

5.1 CatatanPenting 

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja 

Kecamatan SaleKabupaten Rembang Tahun 2021 antara lain : 

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada 

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah pada prinsipnya diarahkan 

untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Rembang; 

2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah ini 

berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Kepegawaian 

Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan 

beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2021 telah termuat dalam 

Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan 

sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan 

Kepegawaian Daerah; 

3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah ini juga 

berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2021, 

dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen 

perencanaan. 

5.2 Kaidah Pelaksanaan 

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian 

Daerah  Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah ini akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan 
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Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Renja Badan Kepegawaian 

Kabupaten Rembang Tahun2021; 

2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan 

berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA 

dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan 

bersama DPRD Kabupaten Rembang. 

 

5.3  RencanaTindakLanjut 

 

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja 

Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini adalah akan 

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan 

dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun2021 pada triwulan 

tiga dan triwulan empat tahun 2021. 

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Renja 

Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini akan 

dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan 

pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung 

jawab seluruh pegawai Renja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang, 

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan 

stakeholder pembangunan di Kabupaten Rembang. 

Dengan disusunnya Perubahan Renja Renja Badan Kepegawaian 

Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi 

acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus 

sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang pada Tahun 

Anggaran 2021. 

 

 

Mengetahui 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

KABUPATEN REMBANG 
 
 
 

Drs. SUPARMIN, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650507 199303 1 013 


